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1.1. Latar Belakang
Munculnya fenomena penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
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Tabel 1.1 Perbartiih ".A-‘-y iu“ NS PAhun 2004 - 2014

masi terhadap calon

an/partisipasi politik

No. Tahun T altisiPasi-danenis-Pemill B AN G2~  Rata-rata
Pemilu %A\' gmity-Pres Golput
1. 2004 84,1% aran pertama 18,85%
78,2%
- putaran kedua 76,6%
2. 2009 70,9% 71,7% 28,7%
3. 2014 75,11% 70% 25-30%

Sumber: Diolah dari Panji Surianto, 2020.

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan rata-rata tingkat partisipasi memilih
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masyarakat Indonesia dalam tiga kali pemilu yang digelar pasca Reformasi.
Berdasarkan tabel tersebut partisipasi memilih masyarakat Indonesia telah
mengalami penurunan hingga berada di angka 70%. Secara konvensional
partisipasi politik dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara dalam aktivitas-
aktivitas yang dapat mempengaruhi struktur pemerintah, pemilihan wakil, dan

kebijakan.> Pengertian Iabﬁmaglﬂﬂx sedalah partisipasi sebagai

tindakan warga dmanaméf%mebaruh atau mendukung

pemerintahan dan |politik atau ses cara sukarela untuk
mempengaruhi bajk| secara lag ( : ﬂpllihan politik pada

berbagai tingkat pada sistem p0
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sejauh mana kete aktifitas politik,

adalah kehadiran jlaar s tan Suara (TPS).
Padahal, partisipas e ferdiri atas banyak
aktifitas/kegiatan se Agan masyarakat untuk

memilih, dan sebagainya.” Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M.
Nelson bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi menjadi: kegiatan pemilihan,

kegiatan organisasi, lobby, contacting, dan tindakan kekerasan/violence.?
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Menurunnya tingkat partisipasi memilih masyarakat dalam pemilu
dipengaruhi oleh beragam faktor.® Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik terbagi menjadi: faktor sosial ekonomi (ukuran populasi,
stabilitas populasi, perkembangan ekonomi), faktor politik (kedekatan menuju
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partisipasi politik pada beberapa negara~demokrasi baru di Afrika.!* Flavin &

Keane tentang pengaruh kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di Amerika

Serikat.*? Olsson tentang pengaruh persepsi korupsi terhadap partisipasi politik di

33 Negara dunia.*® Serta penelitian Zheng, et. al tentang pengaruh persepsi korupsi

® Solijonov, Abdurashid. 2016. Voter Turnout Trends around The World. Stockholm: International
IDEA. HIm. 35-40
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dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di China.'*

Pemilu di Indonesia terus dilaksanakan dan masih belum ada kajian secara
akademik yang dapat digunakan oleh berbagai pihak di Indonesia, untuk
menggambarkan seperti apa model partisipasi politik masyarakat Indonesia.
Kalaupun ada kajian tersebut masih belum menggunakan indikator yang lengkap,

dan hasilnya pun masih b)kmﬂm—’ Wﬂﬂ dari penelitian-penelitian
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Hasil berbagat a0 le ;]’A Bytelatn fiengidentifikasi bahwa
terdapat hubungan antara persepsi koru3| an kepuasan hidup terhadap partisipasi
politik terutama dalam pemilu. Penelitian ini akan melanjutkan pembahasan tentang
hubungan persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik dalam

konteks Pemilu Presiden (Pilpres). Hal ini dikarenakan peneliti belum menemukan
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kajian tentang hubungan antara persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap
partisipasi politik di dalam Pilpres. Penelitian ini juga penting secara akademis
karena membahas hubungan antara persepsi korupsi, kepuasan hidup, serta
partisipasi politik menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM).
Structural Equation Modeling (SEM) merupakan suatu teknik analisis yang

menggabungkan pendeka@.aWW (factor analysis), model
struktural (structuF,l mo Mﬂr&ﬁnrﬁp&égmr_?

SIS S) dari model yang

dibangun/ditawarka L berdasarkan kog ang telah aJla sebelumnya.'®

1.2. Rumusan M@asalah

Pemilu yand @ I seluruh Indonesia,

memiliki perbedazlrr dari pemilu-pemifi*yane el glumnya. Dari segi

pelaksanaan Pemilugia i @il nemiki ara langsung dan

Pilpres Tahun 2019 berada di angka 79%*°, telah meningkat dibandingkan Pilpres
Tahun 2014 yang hanya 65,19%2°.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat hanya menargetkan

18 Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. HIm. 323

19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. 2019. Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat
dalam Pemilu Presiden 2019. Diakses dari: https://sumbar.kpu.go.id/index.php/hasil_pemilu pada
16 Maret 2020

20 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. 2014. Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat
dalam Pemilu Presiden Tahun 2014. Diakses dari:
https://sumbar.kpu.go.id/index.php/arsip_pemilu/pilpres pada 16 Maret 2020
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partisipasi masyarakat berada di angka 75%.%! Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) RI juga telah mengingatkan bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang
rawan terkait partisipasi pemilih.?> Ternyata, partisipasi memilih masyarakat
Sumatera Barat melebihi target yang ditetapkan KPU RI% serta melampaui target

yang ditetapkan KPU Sumatera Barat yang hanya 75%. Berikut sebaran partisipasi

memilih masyarakat.Sum y’mq 2019:

Tabel 1.2 Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat dalam Pe i]lkan Presiden 2019
No Kabupaten/Kota Tingkat Partisipasi
1 Kab. Pesigit|Selatan

2 Kab. Solo

3 Kab. Sijunjung

4 Kab.

5 Kab.

6 Kab.

7 Kab.

8 Kab.

9 Kab.

10  Kab.

11  Kab.

12 Kab.

16  Kota Padang Panjang 3
17  Kota Bukittinggi 81.447 78,0 %

18  Kota Payakumbuh 88.849 84,4 %
19 Kota Pariaman 61.523 84,3 %
Total 3.718.237 79,0 %

Sumber: Diolah dari KPU Sumatera Barat, 2019

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan rata-rata partisipasi memilih masyarakat

21 Haluan. 2019. Partisipasi Pemilih Sumbar Meningkat di Pemilu 2019, Bagini Kata Pengamat.
Diakses dari http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/73930/partisipasi-pemilih-sumbar-
meningkat-di-pemilu-2019-begini-kata-pengamat pada 16 Maret 2020

22 Antara. 2019. Bawaslu: Ada 16 Provinsi Rawan pada Pemilu 2019. Diakses dari:
https://www.antaranews.com/berita/822601/bawaslu-ada-16-provinsi-rawan-pada-pemilu-2019
pada 16 Maret 2020

23 Kompas.com. 2019. Pemilu 2019, KPU Optimistis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih
Tercapai. Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-
optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai pada 16 Maret 2020
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Sumatera Barat yang berada di angka 79%, dan tergolong pada kategori yang tinggi.
Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat partisipasi
politik dalam pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurashid Solijonov?4,
peneliti berhipotesis bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
partisipasi memilih masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.
Seiring peningkatan partisipasi memilih masyarakat Sumatera Barat tersebut,

)NNERSHA&AHM{/AFMGI telah terjadi

eks persepsi korupsisdidndonesia. Dalam|réntang tahun 2011

hasil survey Tra

peningkatan skor in

hingga tahun 2019 terlihat treng I Korupsi yang positif
di Indonesia. Hal

Tabel 1.8|Indeks Persepsi Kg un 2011-2019
No Tahi gara

O©oo~No ol wN -

Rata-rata 35 99/176
Sumber: Diolah dari Tim Riset Transparency International Indonesia

Tabel 1.3 di atas menampilkan rentang waktu dan skor indeks persepsi
korupsi Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2019 dengan trend yang positif.
Meskipun terlihat trend yang positif, persoalan korupsi masih menjadi hal yang

paling disorot di Indonesia.?®> Sementara skor indeks persepsi korupsi Sumatera

24 Solijonov, Abdurahid. 2016. Voter Turnout Trends around The World. Stockholm: International
IDEA. Op. Cit

25 Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), Pemerintahan Daerah adalah lembaga dengan
jumlah korupsi terbanyak. ICW mencatat ada 267 kasus dengan 378 tersangka yang mengakibatkan
kerugian negara sebesar Rp. 1,3 Triliun. Lebih lanjut lihat di



Barat yang diwakili Kota Padang berada pada angka 63,1, dan meningkat bila
dibandingkan sebelumnya yang hanya berada di angka 50,0 pada tahun 2015.2
Berikut gambaran peningkatan skor indeks persepsi korupsi tersebut:

Tabel 1.4 Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2017 dan 2015

No. Nama Daerah Indeks Persepsi Korupsi
2015 2017

1.  Kota Jakarta Utara e A , 73,9
2. Kota Pontianak UNWERSITAS A.ﬁ?@\ M 66,5
3.  Kota Pekanhg Ve N | 66,5
4.  Kota Balikpa 57,0 64,3
5. Kota Banjarmasi -~ 8,0 63,7
6. Kota Padang 0,0 63,1
7. Kota Manade 62,8
8.  Kota Surab _ 61,4
9. Kota Semafs ) 58,9
10. Kota Ban 57,9
11. Kota Makagsa (¥ 53,4
12. Kota Meda 37,4
ata-rata : 60,8

P
Indonesia dari tah (' ,

kota yang disurvei mmI ‘a.‘. ™ 4 ' “ tera Barat termasuk
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daerah yang juga mengalami peningkatan. Korupsi umumnya mengacu pada

V=

tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.?” Secara
teoritis korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial.?®

Korupsi juga berdampak negatif terhadap kehidupan politik seperti berkurangnya

https://antikorupsi.org/id/article/terpilihnya-tersangka-korupsi-dalam-pilkada-2018

% Suyatmiko, Wawan & Ratnaningtyas, Sekar. 2017. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
(Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia). Transparency International Indonesia. HIm.
7

27 Hamdani, Rizki, et al. 2017. The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral
Perspective. SHS Web Conferences 34, Him. 1-10.

28 pulok, Mohammad Habibullah & Moin Uddin Ahmed. 2017. Does corruption matter for economic
development? Long Run Evidence From Bangladesh . International Journal of Social Economics:
Bradford. Vol. 44, Issue. 3: HIm. 350-361



https://antikorupsi.org/id/article/terpilihnya-tersangka-korupsi-dalam-pilkada-2018

minat masyarakat terhadap partisipasi politik, kualitas demokrasi menjadi
terganggu, dan sulitnya terwujud kesetaraan sosial.?® Apakah peningkatan indeks
persepsi korupsi ini berhubungan dengan peningkatan partisipasi politik
masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di daerah Sumatera Barat?

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

juga menyatakan telah terjadi perL_gkataELlndeks kepuasan hidup yang dimiliki

masyarakat Suma @N%f&&ﬂm&m

pada tahun 2014|berada di angka 6

t Sumatera Barat

hun 2017 indeks

Q)

kepuasan hidup [ {sebut tela 70,4p.| Gambar berikut

memperlihatkan peningkatan i

2014 2017
't 66,79 17042
levdeks Kebohagiaan Tahun 2017
- MWTMDM = dukure 3 (tige)
o v e
* Makra hadup
Gambar 1.1 Indeks Keﬁﬁﬁdﬁ‘W@t@a Barat Tahun 2014 &
2017

Sumber: Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, 2019, HIm. 97

Gambar 1.1 di atas yang memperlihatkan peningkatan indeks kepuasan hidup
masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2014 ke tahun 2017. Kepuasan hidup adalah
konstruksi psikologis utama yang berfungsi sebagai kekuatan psikologis dalam diri

seseorang terhadap kondisi kehidupan yang didasarkan pada standar pribadinya.°

2 Judge, W. Q., McNatt, D. B., & Xu, W. 2011. The Antecedents And Effects Of National
Corruption: A Meta-Analysis. Journal of World Business, Vol. 46(1). HIm.93-103.
doi:10.1016/j.jwb.2010.05.021.

%0 Huebner, E. S., Suldo, S. M., & Gilman, R. 2006. Life Satisfaction. In G. G. B. K. M. Minke
(Ed.), Children’s needs III: Development, Prevention, And Intervention. Washington, DC: National



Seseorang yang puas dengan kehidupannya cenderung untuk berpartisipasi dalam
organisasi masyarakat, dan umumnya lebih peduli dengan masalah sosial serta
politik dibandingkan mereka yang kurang puas.’! Apakah peningkatan indeks
kepuasan hidup ini juga ada hubungannya dengan peningkatan terhadap partisipasi
politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 Sumatera Barat?

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan serta penjelasan dari

beberapa literatur penelluammmm maka dapat dinyatakan

hipotesis utama JRni: rdapat pengaruh brsep§ korupsi terhadap

’.‘

partisipasi politik| dalam Pilpres [ 2 umatera |Barat, 2. Terdapat

-~ 1\
pengaruh dari kepuasan hidug \ ISif ‘\ P dalam Pilpres Tahun
, 1Y
2019 di Sumatera [Barat, dan 3%B€rda S ) hersamaan dari persepsi

4n hidup terhatlap partisipasi

N\
Masing-mas .\

\\\"'/
sebagai berikut: A n“/(;*v‘ B FErSCPSISkarops Qn 4 angka partisipasi

korupsi dan kepuas politik dalam|Pjlpres Tahun 2019

di Sumatera Barat

/l

ngan argumentasi

politik akan turun, (2} Tikg g .,,é/ Sar-hidup-tinggicmaka angka partisipasi
J“‘\ e

politik akan meningkat. Sehingga, yang menjadl rumusan masalah dan pertanyaan
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh persepsi korupsi dan kepuasan
hidup terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di
Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Association of School Psychologists. HIm. 357-368
31 Veenhoven, R. 1988. The Utility Of Happiness. Social Indicators Research, Vol. 20, (4). HIm.
333-354. doi:10.1007/BF00302332.



Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetakan di atas maka penelitian
ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi korupsi terhadap
partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kepuasan hidup terhadap
partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi korupsi dan

WMu alam Pilpres Tahun 2019

kepuasan hidup terhada

di Sumatera Barat
1.4. Manfaat Pen
Penelitian Secara teoritis dan

secara praktis. SgO aat Lu ntuk memberikan

pengetahuan baru fe agan hidup terhadap

tingkat partisipasi 2 ra variabel-variabel

NS
. \(> (1
mempengaruhi tingKel DS

Sehingga akan menydd kgasa J YK mielakuke n selanjutnya dalam
mengembangkan teori partisipasi plitik. Penelitian ini juga memberikan manfaat
dalam mengembangkan teori tentang partisipasi politik, dan menambah kekayaan
teori penilaian tingkat partisipasi politik di Indonesia karena dapat mencerminkan
tingkat partisipasi politik di daerah yang memiliki keunikan nilai budaya dan politik
lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi ilmu

politik mengenai kepemiluan, khususnya pada tema partisipasi politik dalam



pemilu. Para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu
referensi yang akan membabhas lebih lanjut kajian tentang partisipasi politik dalam
pemilu. Hasil penelitian ini jugs menawarkan suatu alat ukur yang dapat digunakan
untuk menilai tingkat partisipasi politik bagi penyelenggara pemilu, dan
stakeholder kepemiluan lainnya dalam memperbaiki tingkat partisipasi politik
dalam pemilu ke depan.

Secara praktis, penelitian ini penting karena menghasilkan sebuah rumusan

model yang terbukti Secarm ANSBEAE)E umpulan data dilapangan.
Rumusan model inijakan dapat digunakan oleh banyakpihak Intuk mengevaluasi

dan memperbaiki tin

]adikan pembanding

tingkat partisipasi lu yang dilaksanakan.

Hasil penel|tig rtiljnbangan bagi para

stakeholder terkait seperti isi ifing (KPU) sepagai leading sector

utama, yang berfe lingkat partisipasi

mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat.



